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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan berkaitan dengan evaluasi alat 

uji di Dinas Perhubungan Kota Bogor, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kinerja alat uji di Dinas Perhubungan Kota Bogor masih  belum 

maksimal dan ada yang tidak digunakan. Belum adanya perancangan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap alat uji di Dinas 

Perhubungan Kota Bogor yang digunakan sebagai pedoman dan 

controling dalam kegiatan pelaksanaan alat uji di Dinas Perhubungan 

Kota Bogor. 

2. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pengoperasian alat uji 

yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengoperasian 

alat uji. 

 

B. Saran 

Guna mewujudkan kinerja alat uji yang maksimal, maka penulis 

memberikan saran berdasarkan analisa pemecahan masalah, yaitu: 

1. Perlu adanya perancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) guna 

memaksimalkan kinerja alat uji di Dinas Perhubungan Kota Bogor. 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengoperasian Alat Uji agar tidak 

terjadi tumpang tindih satu sama lain. Di Dinas Perhubungan Kota 

Bogor. 

2. Perlu adanya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan pengoperasian Alat Uji agar tidak terjadi 

tumpang tindih satu sama lain. Di Dinas Perhubungan Kota Bogor. 
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